BPK RI Wacanakan Penerapan E-Audit
Opini WDP BPK RI untuk LKPP TA 2009
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sedang mewacanakan diterapkannya e-audit di semua lembaga negara dan institusi pemerintah. Dengan e-audit, data ataupun informasi dari auditee telah berbentuk file data komputer dan terhubung langsung dengan jaringan internet, sehingga  bisa diakses secara online dan real-time oleh para pemeriksa BPK.

Demikian antara lain disampaikan Ketua BPK RI Hadi Purnomo saat memberi pengarahan kepada  para pejabat dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kamis (18/06) lalu. Acara yang dibuka oleh  Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar Barat Gunawan Sidauruk tersebut dilaksanakan dalam rangka kunjungan Ketua BPK RI Hadi Purnomo ke Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar. Selain menguraikan persoalan terkait e-audit, Ketua BPK RI juga menyampaikan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran (TA) 2009.

Kepada  para pejabat dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar, Ketua BPK RI mengatakan bahwa saat ini BPK RI dan PLN sedang membangun kerja sama untuk menguji-cobakan penerapan e-audit.  Selain itu dikatakan bahwa bila e-audit ini bisa diterapkan untuk semua auditee,  selain mengurangi persinggungan pemeriksa dengan auditee, juga akan mengefektifkan waktu pemeriksaan. “Selama ini, pengumpulan data awal cukup menyita waktu pemeriksaan. Bila e-audit bisa diterapkan, data dari auditee telah dengan mudah didapatkan di awal pemeriksaan, sehingga waktu untuk analisa data akan lebih panjang. Dengan begitu, diharapkan nantinya kualitas hasil pemeriksaan juga akan meningkat” Kata Ketua BPK RI. 

Para Peserta pengarahan mengikuti acara tersebut dengan seksama dan antusias dalam mengajukan berbagai pertanyaan terkait implementasi penerapan e-audit ini di daerah. Kepala Seksi Jabar III.A Dedy Supriyanto menanyakan mengenai kemungkinan sulitnya penerapan e-audit karena tidak meratanya kemampuan pengelolaan IT di masing-masing daerah. Erwin Anthoni, staf Subbag SDM BPK RI Perwakilan Jabar, juga menyampaikan pertanyaan senada. Menurut Erwin, hal lain yang mungkin akan menyulitkan dalam penerapan e-audit di daerah adalah tidak seragamnya desain sistem aplikasi akuntansi di tiap daerah. 

Menanggapi pertanyaan Erwin Anthony, Ketua BPK RI menyatakan bahwa BPK RI sudah mengadakan koordinasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara. “Tanggal 21 Januari 2010 yang lalu, BPK sudah melakukan pertemuan dengan Presiden dan beberapa ketua lembaga negara. Kesimpulannya, Presiden setuju untuk mengadakan sinergi terkait peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan di instansi pemerintah dan lembaga negara. Presiden juga mendukung inisiatif tentang e-audit. Kalau presiden sudah setuju, berarti level menteri ke bawah juga seharusnya mendukung,” katanya

Ketua BPK RI juga menyatakan bahwa penerapan e-audit ini memang masih merupakan ide dan wacana. “E-audit ini belum menjadi keputusan Badan di BPK, artinya ini baru sekadar ide yang kita sampaikan ke seluruh Indonesia untuk menyerap pendapat auditor maupun auditee.  Pendapat dan masukan tentang e-audit akan menjadi masukan bagi penyempurnaan wacana penerapan e-audit,” kata Ketua BPK RI. (Wans)
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· Ketua BPK RI Hadi Purnomo (kiri) dan Kalan BPK RI  Perwakilan Provinsi Jabar Gunawan Sidauruk saat pengarahan kepada pejabat dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar, Kamis (18/06)
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· Ketua BPK RI sedang memberi pengarahan pada para pegawai di Auditorat Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar, Kamis (18/06)

